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Kata pengantar

“Kini ko, bumi semakin panas… iyolah betul – apo idak, biasanyo kalo 
pagi lagi ado kabut turun didusun kami, kalo kini ko tiduk bae harus 
nak buka baju, kareno paneh nian”…	(Apa	betul	bumi	semakin	panas?	
Oh	ya	betul,	suasana	pagi	di	desa	biasanya	masih	berkabut,	tetapi	saat	
ini	mau	tidurpun	terasa	panas)…	—	Sepenggal	keluhan	masyarakat	
yang	tinggal	di	Dusun	Lubuk	Beringin-Bungo,	Jambi,	mereka	telah	
merasakan	terjadinya	perubahan	iklim.

Hutan	merupakan	sumberdaya	alam	yang	tidak	ternilai.	Didalamnya	
terkandung	keanekaragaman	hayati	sebagai	sumber	plasma	nutfah,	
sumber	hasil	hutan	kayu	dan	non-kayu,	pengatur	tata	air,	pencegah	
banjir	dan	erosi,	perlindungan	alam	hayati	untuk	kepentingan	ilmu	
pengetahuan,	kebudayaan,	rekreasi,	dan	pariwisata.	Akan	tetapi,	
gangguan	terhadap	sumber	daya	hutan	kerap	berlangsung,	bahkan	
intensitasnya	semakin	meningkat.	

Sejak	tahun	1992,	masyarakat	Lubuk	Beringin	telah	sepakat	untuk	
menjaga	hutan	lindung	yang	berada	di	wilayah	administrasinya.	
Selain	kesadaran	akan	pentingnya	hutan	sebagai	harta	tak	ternilai,	
masyarakat	pun	menyadari	adanya	perubahan	iklim	yang	ditandai	oleh	
udara	yang	semakin	memanas	yang	juga	disebabkan	karena	hutan	
mereka	yang	semakin	menyempit.	Mereka	saling	bahu-membahu	
menyiapkan	rencana	kerja	pengelolaan	dan	penjagaan	hutan	desa	
secara	mandiri	dan	terpadu.	Gayung	bersambut	dengan	adanya	
Permenhut	No.	P.	49/Menhut-II/2008	tentang	hutan	desa.	Masyarakat	
Lubuk	Beringin	dibantu	oleh	beberapa	LSM	yang	tergabung	dalam	
Forum	Diskusi	Multi-Pihak	Muara	Bungo	menyiapkan	prosedur	
administrasi	untuk	mendapatkan	status	hutan	desa.	Buah	manis	yang	



mereka	peroleh	adalah	SK	Menteri	Kehutanan	No.	109/Menhut-
II/2009	tentang	pemberian	hak	kelola	hutan	lindung	menjadi	hutan	
desa	Lubuk	Beringin.

Masih	ada	beberapa	tantangan	yang	dihadapi	masyarakat	Lubuk	
Beringin	dalam	menjaga	hutan	desa.	Perambahan	hutan	desa	yang	
masih	saja	terus	terjadi.	Pembangunan	perkebunan	sawit	dan	HTI,	
pertambangan	besi	dan	batu-bara	oleh	pihak	swasta	yang	marak	
terjadi	disekitar	desa	tetangga.	Namun,	dengan	memahami	proses	
menjaga	hutan	secara	bersama	dalam	konteks	hutan	desa,	diharapkan	
agar	penerapan	(scale up)	pengelolaan	hutan	desa	di	daerah	lain	
seperti	di	“Kampung	Sangi-Letung”	(1254.43	ha),	“Kampung	Sungai	
Mengkuang”	(177.26	ha),	“Dusun	Senamat	Ulu”	(2217.42	ha)	dapat	
segera	terjadi.

Muara Bungo, 2010
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Ringkasan

Tumpang	tindih	antar	peraturan	pemerintah	dengan	aturan	lokal	
atas	pemanfaatan	dan	pelindungan	hutan	merupakan	ancaman	
terhadap	kondisi	hutan	di	Indonesia,	jasa	lingkungan	dan	mata	
pencaharian	masyarakatnya.	Resolusi	konflik	diperlukan	agar	upaya	
perlindungan	hutan	dan	pengurangan	emisi	(REDD)	dapat	berjalan	
dengan	baik.	Regulasi	‘Hutan Desa’	yang	ditetapkan	dalam	Peraturan	
Menteri	Kehutanan	(P.49/Menhut-II/2008)	menjelaskan	bagaimana	
menjembatani	pengelolaan	hutan	dengan	perikehidupan	masyarakat	
sekitar	hutan	dalam	kerangka	kawasan	hutan	permanen.	Lubuk	
Beringin,	sebuah	desa	di	Kabupaten	Bungo,	Provinsi	Jambi,	menjadi	
desa	pertama	di	Indonesia	yang	menerapkan	prinsip	Hutan Desa.	
Analisa	terhadap	proses,	peran,	serta	modal	sosial	dilakukan	dalam	
upaya	untuk	menjembatani	penerapan	Hutan	Desa	oleh	para	pihak	di	
tingkat	lokal,	kabupaten,	dan	nasional	yang	bertujuan	(1)	mengurangi	
biaya	transaksi	bilamana	diaplikasikan	secara	luas	sebagai	bagian	
dari	skema	REDD	atau	upaya	mitigasi	lokal	yang	tepat	sebagai	bagian	
strategi	nasional,	dan	(2)	bagaimana	para	pihak	dapat	mengambil	
bagian	untuk	ber-investasi	(co-investment)	dalam	menjaga	hutan	atas	
kepentingan	lokal,	nasional	dan	global.

Kata	kunci:	kaji	tindak,	masyarakat	pengelola	hutan,	hutan	desa,	REDD+	







Pendahuluan

Pengurangan	Emisi	dari	Deforestasi	dan	Degradasi	atau	REDD	
merupakan	suatu	tujuan	bersama	yang	memuat	kriteria	tertentu	yang	
telah	disepakati	dan	dicapai	melalui	berbagai	cara.	Dalam	diskusi	
REDD,	topik	yang	paling	hangat	diperdebatkan	sekaligus	menjadi	
fokus	perhatian	adalah	pada	insentif	finansial	(Angelsen	et al.	2009,	
Stern	2008,	Verchot	dan	Petkova	2009).	Namun	demikian,	harapan	
akan	adanya	keuntungan	finansial	ini	telah	memunculkan	banyak	
kepentingan	di	tiap	lapisan	kebijakan	dan	pemerintahan	yang	terlibat,	
terkadang	menimbulkan	konflik	serta	berbagai	tingkatan	‘posisi	tawar’.	
Ketidakjelasan	hak	para	pihak	atau	adanya	konflik	perspektif	para	pihak	
yang	berakibat	pada	‘deforestasi’,	‘degradasi’	serta	perseteruan	dalam	
perolehan	dana	REDD,	semakin	memperburuk	permasalahan	yang	
terjadi.	Upaya	penyelesaian	konflik	dan	kejelasan	status	hak	para	pihak	
akan	menurunkan	biaya	transaksi	perubahan	penggunaan	lahan	dan	
trajektori	emisi	lansekap	hingga	ke	taraf	yang	paling	rendah.	Hal	inilah	
yang	kemudian	menjadi	bagian	penting	dalam	strategi	REDD	nasional.	
Efisiensi	dan	keberadilan	merupakan	dua	prinsip	yang	perlu	diterapkan	
dalam	REDD	(Suyanto	et al.	2009).	Efisien	difokuskan	pada	kondisi	yang	
benar-benar	mengalami	ancaman	dan	menciptakan	berbagai	tingkatan	
posisi	tawar,	dan	untuk	menghadapi	ancaman	jangka	panjang	perlu	
ada	peningkatan	‘kepercayaan’	atau	‘trust’.	Prinsip	efisiensi	mengarah	
pada	aliran	dana	atau	modal,	sementara	prinsip	‘keberadilan’	atau	
‘fairness’	lebih	kepada	investasi	aset,	keterkaitan	antara	modal	sosial,	
sumber	daya	manusia,	sumber	daya	alam	dan	modal	dana	(finansial).	

REDD	kerap	dipandang	sebagai	bentuk	yang	serupa	dengan	(atau	
berkaitan	erat	dengan)	Imbal	Jasa	Lingkungan	(PES).	van	Noordwijk	
dan	Leimona	(2010)	membedakan	tiga	paradigma	dalam	PES:	(1)	
komoditisasi	jasa	lingkungan	(misalnya	melalui	skema	karbon	dan	
pasar	kredit,	menggunakan	prinsip	‘ada	barang	ada	dana’),	(2)	
kompensasi	atas	peluang	yang	hilang	(skipped)	(misalnya	imbalan	atas	
pemeliharaan	hutan	di	Kosta	Rika	dengan	prasyarat	yang	lemah)	dan	
(3)	investasi	bersama	dalam	penatagunaan/stewardship	(misalnya	
investasi	lintas	modal,	pembagian	risiko	dan	tanggung	jawab	bersama).	
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Dua	paradigma	pertama	memerlukan	kejelasan	hak	milik	(property 
right)	pada	awal	prosesnya,	dan	legalitas	dari	aktivitas-aktivitas	yang	
dapat	mengancam	jasa	lingkungan,	serta	penguatan	hukum	yang	
mengatur	standar	minimum	perilaku.	Paradigma	ketiga	menjadi	
layak	bilamana	prakondisi	pada	paradigma	pertama	dan	kedua	tidak	
terpenuhi.	van	Noordwijk	dan	Leimona	(2010)	menyatakan	bahwa	
peluang	untuk	urun	investasi	dalam	menjaga	hutan	dapat	lebih	
diterapkan	secara	luas	daripada	dua	paradigma	lainnya.	Sebuah	
analisis	historis	konsep	PES	(Gomez-Baggethun	et al.	2010)	mengarah	
pada	kesimpulan	serupa.	Hal	ini	sejalan	dengan	pendapat	German	
dan	Keeler	(2010)	mengenai	institusi	hibrid	(gabungan	dari	unsur	
formal	dan	informal)	yang	membangun	keterlibatan	yang	lebih	
produktif	dalam	pengelolaan	sumber	daya	alam	di	tingkat	lahan	dan	
bentang	lahan.

Upaya	resolusi	konflik	yang	tertuang	dalam	bentuk	hutan	desa	dan	
merupakan	skema	REDD	yang	murah	namun	tepat	sasaran	merupakan	
kajian	utama	tulisan	ini.	Indonesia	tidak	hanya	memimpin	dalam	hal	
emisi	karbon	namun	juga	menjadi	pionir	dalam	komitmen	aksi	mitigasi	
tepat	secara	nasional	(Nationally Approriate Mitigation Action/NAMA)	
sebagai	dasar	untuk	membangun	kepercayaan	global	dan	mencapai	
kerja	sama	internasional	dalam	mengelola	perubahan	iklim.	Penetapan	
hutan	desa	difasilitasi	oleh	adanya	ekspektasi	manfaat	REDD	dapat	
dialirkan	oleh	pemerintah	yang	memiliki	hak	untuk	membangun	
kesepakatan.	Sebelum	isu	REDD	mulai	berkembang,	ketertarikan	untuk	
membentuk	kesepakatan	seperti	ini	sangatlah	kecil.	

Tulisan	ini	diawali	dengan	uraian	mengenai	aturan	dan	masalah	
yang	timbul	atas	perencanaan	dan	pengawasan	hutan	di	Indonesia	
(bagian	A),	dilanjutkan	dengan	ulasan	tentang	Desa	Lubuk	Beringin	
(bagian	B).	Kesepakatan	yang	menjembatani	kepentingan	desa	dengan	
otoritas	hutan	nasional	dalam	bentuk	Hutan	Desa	serta	proses	yang	
harus	dilalui	untuk	mendapatkan	hak	Hutan	Desa	dibahas	pada	bagian	
C.	Pada	bagian	D,	Hutan	Desa	di	Lubuk	Beringin	dibahas	dalam	konteks	
kepercayaan,	ancaman	dan	insentif,	misalnya	hal-hal	apa	saja	yang	
menentukan	Lubuk	Beringin	menjadi	pelopor	hutan	desa?	Apakah	
mungkin	diterapkan	di	wilayah	lain	(scale up)?	dan	pada	bagian	E	
diuraikan	beberapa	pertimbangan	relevansi	skema	hutan	desa	dengan	
skema	REDD	global.	
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A. Konteks kebijakan dan hak-hak 
yang bertentangan

Di	Indonesia,	sebagaimana	di	negara	lain,	pemanfaatan	dan	
pengelolaan	sumber	daya	alam	dikelola	negara	untuk	kepentingan	
rakyat,	sebagaimana	tercantum	dalam	Undang-Undang	Dasar	(UUD)	
1945.	Namun,	implementasi	pemanfaatan	sumber	daya	alam	berbeda	
dan	bervariasi	dari	waktu	ke	waktu	(Fay	dan	Michon	2005).	Dasar	
sejarah	atas	klaim	lahan	yang	diyakini	pemerintah	berbeda	dengan	
yang	dipahami	oleh	masyarakat	lokal,	yaitu	melalui	peraturan	lokal	
yang	merupakan	warisan	pemerintah	kolonial	Belanda	(Galudra	dan	
Sirait	2009).	

Provinsi	Jambi	(Sumatera)	diambil	alih	dari	penguasaan	kolonial	tahun	
1908,	pada	saat	itu	sungai	merupakan	sarana	transportasi	utama	
dan	sebagai	pintu	masuk	ke	lahan	pertanian	yang	berada	di	daerah	
tepian	sungai.	Kawasan	dataran	tinggi	pegunungan	(yang	kemudian	
menjadi	Taman	Nasional	Kerinci	Seblat,	Bukit	Tigapuluh	dan	Bukit	
Duabelas)	dan	kawasan	rawa	gambut/mangrove	dijadikan	kawasan	
hutan	lindung.	Sisa	kawasan	hutan	di	dataran	rendah	yang	belum	
dijamah	oleh	manusia	pada	zaman	kolonial,	dijadikan	kawasan	cagar	
alam.	Sekitar	tahun	1960an,	masa	setelah	Indonesia	merdeka,	kegiatan	
pembangunan	jalan	dilakukan	dan	hutan	di	konversi	menjadi	kawasan	
Hak	Pengusahaan	Hutan	(HPH).

Pada	awal	1990,	Taman	Nasional	Kerinci	Seblat	(TNKS)	yang	merupakan	
taman	nasional	terluas	di	Sumatera,	menjadi	target	lokasi	Program	
Konservasi	dan	Pembangunan	Terpadu	(ICDP	–	Integrated Community 
Development Project)1.	Dalam	evaluasi	program	dinyatakan	bahwa	
hingga	program	ini	berakhir	pada	tahun	2002,	tujuan	program	ICDP	
tidak	tercapai.	Helmi	dan	Yonariza	(2002)	mencoba	membandingkan	
pembangunan	di	desa	yang	terlibat	di	dalam	program	dengan	desa	
yang	tidak	terlibat.	Studi	tersebut	meyimpulkan	bahwa	ICDP	berhasil	
mencapai	tujuan	kesadaran	konservasi	tetapi	gagal	menyelaraskan	

1 Proyek	yang	disponsori	oleh	World	Bank.
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laju	pembangunan	melalui	pengembangan	alternatif	penghidupan	
masyarakat.	Ironisnya,	tidak	seperti	nama	programnya	yaitu	‘terpadu’	
atau	‘integrated’,	kegagalan	ICDP	disebabkan	kurangnya	integrasi	
antara	pihak	terkait,	yaitu	tidak	adanya	dukungan	terhadap	warga	yang	
telah	melindungi	taman	nasional	ketika	berhadapan	dengan	perambah	
hutan	dari	luar.	Selain	itu,	dana	konservasi	tidak	dimanfaatkan	secara	
benar	dan	efisien,	serta	distribusi	dana	yang	tidak	merata	sehingga	
menimbulkan	kecemburuan	sosial	di	masyarakat.	Kegagalan	ICDP	
ini	juga	disebabkan	karena	implementasi	ICDP	di	lapangan	yang	
seharusnya	tidak	menutup	upaya	integrasi	antara	konservasi	dan	
pembangunan	(Pfundt	et al.	2008).	Dalam	upaya	membangun	
rekonsiliasi	yang	efektif,	perlu	ada	peran	yang	jelas	di	tingkat	lokal,	
nasional	dan	global.	

Sebelum	tahun	1998,	pendekatan	berbasis	hak	cukup	sulit	diterapkan	
karena	belum	ada	dasar	universal	yang	dapat	diterima	dan	dijadikan	
titik	acuan	(referensi).	Namun,	kesepakatan	jenis	sumber	daya	yang	
dapat	dimanfaatkan	dan	mekanisme	bagi	hasil	seharusnya	tetap	dapat	
dinegosiasikan.	Di	Sumatera,	perubahan	secara	substantif	terhadap	
kepastian	lahan	memberikan	dampak	positif	untuk	peri	kehidupan	
masyarakat	dan	jasa	lingkungan,	meskipun	hak-hak	para	pihak	perlu	
diperjelas	demi	membentuk	kesepakatan	bersama	(Kusters	et al. 2007,	
Suyanto	et al.	2005).

Perubahan	iklim	politik	tahun	1998	telah	mengubah	tatanan	di	tingkat	
lokal	meski	tidak	secara	langsung	berpengaruh	pada	peranan	aktor	
dan	para	pihak	terkait.	Undang-Undang	Kehutanan	No.	41	tahun	1999	
mencakup	sejumlah	mekanisme,	termasuk	hutan	hak,	hutan	adat,	
hutan	kemasyarakatan	atau	HKM	dan	hutan	desa.	Mekanisme	ini	dapat	
diterapkan	pada	kawasan	hutan	berstatus	hutan	lindung	dan	kawasan	
hutan	bekas	tebangan	atau	areal	yang	mengalami	degradasi	akibat	
ekspansi	pembangunan	perkebunan	(termasuk	hutan	tanaman	rakyat	
atau	HTR).	Namun	demikian,	perlu	ada	upaya	menyelaraskan	tata	
kelola	instansi	kehutanan	di	tingkat	kabupaten,	provinsi	dan	nasional	
dalam	pelaksanaan	program	dan	menentukan	legalitas	keterlibatan	
para	pihak.	Hingga	undang-undang	kesepakatan	terbentuk,	belum	ada	
areal	hutan	yang	secara	formal	ditetapkan	sebagai	hutan	desa	kecuali	
Lubuk	Beringin.	
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Undang-Undang	Kehutanan	tahun	1999	dipengaruhi	oleh	konsep	
desentralisasi	yang	muncul	pada	periode	reformasi	politik	tahun	1998.	
Pada	tahun	2002,	sektor	kehutanan	dengan	cepat	beralih	kembali	
ke	konsep	‘pemusatan’	atau	‘resentralisasi’.	Menurut	Djogo	dan	
Syaf	(2003),	“desentralisasi	kewenangan	pengelolaan	sumber	daya	
hutan	ternyata	tidak	membuat	pemerintah	lokal	terbuka	terhadap	
pemerintah	pusat	maupun	kepada	masyarakat	lokal.	Tanpa	proses	
pelimpahan	wewenang	atau	mekanisme	pengawasan	yang	memadai,	
desentralisasi	kewenangan	membentuk	perilaku	oportunis	yang	
bertentangan	dengan	prinsip	pengembangan	tata	kelola	pemerintah	
lokal	yang	baik.	Delegasi	kekuasaan	ini	justru	membuat	kekuatan	
terpusat	pada	perusahaan	swasta	(private sector).	

Keprihatinan	internasional	terhadap	kondisi	hutan	hujan	tropis,	
keragaman	hayati,	emisi	gas	rumah	kaca	dan	perubahan	iklim,	terfokus	
pada	isu	tata	kelola	pemerintahan	dan	pengendalian	pembalakan	
liar.	Keterlibatan	langsung	masyarakat	lokal	merupakan	bagian	
paling	penting	dalam	setiap	solusi	yang	ditawarkan.	Diskusi	REDD	
menjelang	Konferensi	ke	13	UNFCCC	para	pihak	di	Bali	tahun	2007	
menegaskan	pentingnya	menyurutkan	konflik	tata	batas	hutan	dan	
pelibatan	masyarakat	lokal	dalam	pengelolaan	hutan	(IFCA	2007,	van	
Noordwijk	et al.	2008).	Provinsi	Jambi	sangat	ingin	menjadi	pelopor	
dalam	program	REDD,	dan	hal	ini	didukung	oleh	pemerintah	di	tingkat	
provinsi	dengan	inisiatif	baru	tentang	tata-kelola	hutan	lokal.









B. Hutan Desa dan modal sosial di 
Lubuk Beringin

Lubuk	Beringin	merupakan	bagian	dari	kawasan	perbukitan	Rantau	
Pandan,	dengan	luasan	total	2.800	ha	(84	%	wilayahnya	adalah	
kawasan	hutan	lindung),	merupakan	salah	satu	desa	di	Kecamatan	
Bathin	III	Ulu,	Kabupaten	Bungo,	Provinsi	Jambi.	Desa	ini	dikategorikan	
sebagai	desa	miskin	dengan	tingkat	pendapatan	di	bawah	rata-rata.	
Sumber	pendapatan	tunai	harian	berasal	dari	karet,	pendapatan	
musiman	diperoleh	dari	durian	dan	buah-buahan	lainnya	yang	
ditanam	di	kebun	karet	campur,	dengan	sumber	penghidupan	utama	
lainnya	adalah	padi	sawah.	Di	dalam	kebun	campur	ini	terdapat	juga	
hasil	subsisten	dari	tanaman	buah-buahan	dan	obat-obatan.	Untuk	
meningkatkan	kehidupan	masyarakat	Lubuk	Beringin,	intensifikasi	
kebun	karet	perlu	dilakukan.	Meski	secara	teknis	dinilai	layak,	namun	
upaya	ini	perlu	sumber	kredit	yang	memadai,	yang	saat	ini	belum	
tersedia	di	tingkat	lokal	(Joshi	et al.	2003,	Williams	et al.	2001).

Tahun	1997,	Desa	Lubuk	Beringin	menjadi	bagian	program	ICDP-TNKS	
yang	bertujuan	membangun	kesepakatan	desa	untuk	melestarikan	
lingkungan	hidup.	Kesepakatan	tersebut	termasuk	menjaga	kawasan	
hutan;	tidak	membuka	lahan	yang	memiliki	kemiringan	lebih	dari	
80	derajat,	dan	melakukan	penanaman	bambu	di	tepi	sungai	untuk	
melindungi	erosi	tebing	dan	tanah	longsor.	

Lubuk	Beringin	merupakan	bagian	dari	kawasan	perbukitan	Rantau	
Pandan.	Paska	implementasi	ICDP,	Program	Imbal	Jasa	Lingkungan	
bagi	masyarakat	miskin	di	dataran	tinggi	atau	Rewarding Upland 
Poor for Environmental Services	(RUPES)2,	yang	merupakan	salah	satu	
program	di	ICRAF	Southeast	Asia	di	Bogor	(World	Agroforestry	Centre),	
mengeksplorasi	imbal	jasa	lingkungan	di	Kabupaten	Bungo.	Masyarakat	
Lubuk	Beringin,	dengan	inisiatif	lokalnya,	telah	membangun	modal	
sosial	sebagai	warisan	dari	masa	ICDP.	Desa	ini	memiliki	sistem	
agroforest	karet	sebagai	bagian	dari	hutan	yang	melindungi	daerah	
aliran	sungai/DAS	(hutan	lindung).	Permasalahan	utama	di	desa	ini	

2	RUPES	adalah	program	ICRAF	yang	didanai	International	Fund	for	Agricultural	
Development	(IFAD).
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adalah	ketidakjelasan	kepemilikan	lahan	dan	tekanan	terhadap	hutan	
tersebut	yang	berasal	dari	masyarakat	di	luar	desa.	RUPES	telah	
berhasil	mendukung	pengelolaan	hutan	berbasis	masyarakat	(HKM)	di	
daerah	lain	di	Sumatera.	Pendekatan	yang	sama	dicoba	diterapkan	di	
Lubuk	Beringin.	Namun,	di	tingkat	pemerintah	pusat,	kelemahan	pada	
sistem	HKM	adalah	kurangnya	pengawasan.	Hal	ini	disebabkan	karena	
hubungan	kelompok	masyarakat	dengan	pemerintah	belum	jelas.

Kegiatan	RUPES	di	Kabupaten	Bungo	memfokus	pada	keragaman	
hayati	di	hutan	karet	atau	manajemen	agroforest	karet	(Kuncoro	et al. 
2006).	Masyarakat	cukup	menyadari	adanya	beberapa	permasalahan	
yang	timbul	paska	proses	intensifikasi	kebun	karet.	Meski	hasil	
karet	meningkat,	namun	hasil	lain	dari	agroforest	karet	serta	jasa	
lingkungan	lainnya	justru	semakin	menurun.	Masyarakat	memahami	
pentingnya	melindungi	sistem	agroforest	karet	yang	mereka	miliki.	
Selain	sebagai	habitat	flora	dan	fauna,	agroforest	karet	juga	memiliki	
nilai	perlindungan	DAS.	Saat	itu,	masyarakat	Lubuk	Beringin	belum	
memiliki	listrik,	hingga	muncul	ide	untuk	memanfaatkan	sungai	
sebagai	pembangkit	tenaga	listrik.	Program	RUPES	mendukung	ide	
tersebut	dan	menjadikannya	sebagai	imbal	jasa	lingkungan	dan	
meningkatkan	insentif	masyarakat	dalam	melindungi	DAS.	Setelah	
melihat	kemampuan	masyarakat	Lubuk	Beringin	dalam	mengelola	
desanya,	pemerintah	lokal	ikut	mendukung.	Penghargaan	Kalpataru	
pun	diberikan	kepada	desa	ini	sebagai	peringkat	kedua	atau	runner up 
di	tahun	2006,	dan	sebagai	peringkat	pertama	di	tahun	2007.	Nominasi	
ini	meningkatkan	potensi	desa	ini,	serta	memperkuat	komitmen	
masyarakatnya	dalam	menjembatani	upaya	konservasi	dengan	
peningkatan	perikehidupan	masyarakat.	

Komitmen	masyarakat	Lubuk	Beringin	menjaga	hutan	lindung	
Rantau	Bayur,	didorong	oleh	semangat	keyakinan	bahwa	hutan	telah	
menyediakan	sungai	yang	digunakan	untuk	membangkitkan	listrik	
desa,	mengairi	sawah	dan	untuk	air	minum.	Upaya	pengelolaan	air	
dan	pemanfaatan	hutan	untuk	mengambil	hasil	kayu	dan	non	kayu	
diatur	dalam	‘Peraturan	Dusun’	(PERDUS).	Larangan	pembukaan	
hutan	dicanangkan	dan	dikampanyekan	melalui	kegiatan	keagamaan.	
Ancaman	terhadap	hutan	justru	berasal	dari	desa	sekitar	yang	memiliki	
kesepakatan	dengan	pihak	swasta	dalam	pengembangan	kelapa	sawit	
dan	pelaksanaan	program	transmigrasi	lokal	untuk	meningkatkan	
populasi	mereka.







C. Aturan formal untuk Hutan Desa

Peraturan	Pemerintah	No.	6	tahun	2007	dan	Peraturan	Pemerintah	
No.	3	tahun	2008	mengatur	pengelolaan	hutan	yang	didasarkan	
pada	pemberdayaan	masyarakat,	pengembangan	kapasitas	lokal	dan	
pemberian	akses,	dalam	rangka	meningkatkan	kesejahteraan	rakyat	
yang	tinggal	di	sekitar	hutan.	Dalam	peraturan	tersebut	dijelaskan	
bahwa	konsep	hutan	desa	berbeda	dengan	konsep	pengelolaan	hutan	
berbasis	masyarakat	(hutan	kemasyarakatan/HKM).

Wilayah	hutan	desa	sebagai	bagian	kawasan	hutan	nasional	
dikelola	masyarakat	desa	melalui	organisasi	desa	setempat	yang	
merencanakan,	mengatur,	dan	mengalokasikan	sumber	daya	hutan.	
Pengelolaannya	tidak	hanya	terfokus	pada	pemanfaatan	sumber	daya	
hutan,	namun	juga	meliputi	tanggung	jawab	untuk	melestarikan	fungsi	
pendukung	kehidupan	hutan.	Prosedur	penetapan	hak	setiap	desa	di	
Indonesia	melibatkan	persetujuan	di	tingkat	kabupaten,	provinsi	dan	
tingkat	nasional	(Gambar	1).	Penetapan	hutan	desa	secara	operasional	
tercantum	dalam	Surat	Keputusan	Menteri	Kehutanan	No.	P.	49/
Menhut-II/2008,	25	Agustus	2008.	

Daerah	yang	dapat	ditetapkan	sebagai	hutan	desa	secara	administratif	
merupakan	bagian	dari	desa,	meliputi	hutan	lindung	DAS	dan	hutan	
produksi	(selama	tidak	ada	hak	konsesi).	Hak	hutan	desa	dapat	
dimiliki	dalam	kurun	35	tahun	dan	dapat	diperpanjang	untuk	35	tahun	
mendatang	bilamana	rencana	kerja	tahunan	disetujui.	Informasi	rinci	
tentang	hak	dan	kewajiban,	rencana	kerja	dan	tugas-tugas	lain	dalam	
skema	hutan	desa	disajikan	pada	Tabel	1.
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Lokasi tujuan

Penetapan kawasan 
“Hutan Desa”
oleh Menteri Kehutanan

Verifikasi:
Kementerian Kehutanan dan
Dinas Kehutanan Provinsi

Pemerintah kabupaten:
- Syarat administrasi
- Surat permohonan kepada Menteri

Tingkat desa
Usulan ke Bupati

- Peta administrasi dan 
  batas-batas desa + deskripsi 
  kawasan Hutan Desa
- Profil desa & lembaga lokal

Fasilitas informal 1: tingkat keahlian desa, lembaga, kapasitas manajemen, lembaga pengawasan

Perjanjian Manajemen

Keputusan Gubernur:
hak untuk mengelola
kawasan Hutan Desa

Surat
rekomendasi
dari bupati

Permohonan tingkat 
desa kepada gubernur
melalui bupati untuk 
hak pengelolaan

Penetapan

Usulan

Rencana Kerja 
Tahunan (RKT)

Desa:
Pembentukan Lembaga
Pengelola Hutan Desa

M
as

ya
ra

ka
t  

  –
 d

es
a 

   
– 

ka
b

up
at

en
  

– 
p

ro
vi

ns
i 

 –
 p

us
at

Fasilitas informal 2:
proses dukungan
lintas instansi &

pemangku
kepentingan

yang lain

Tabel 1. Spesifikasi Hutan Desa dalam Peraturan Pemerintah No 6 tahun 
2007 dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008

Hak dan 
kewajiban

Hak pengelolaan kepada kepala desa meliputi: 

•	 Pada zona lindung: Pemanfaatan jasa lingkungan yang 
disediakan oleh dan untuk sumber daya hutan non kayu

•	 Pada zona produksi: Pemanfaatan jasa lingkungan dan hasil 
hutan bukan kayu serta pemanfaatan kayu yang sesuai 
dengan IUPHHK

Kewajiban-kewajiban:

•	 Menandai perbatasan wilayah kerja

•	 Menyerahkan rencana kerja tahunan

•	 Melindungi hutan yang ada dari rambahan pihak luar

•	 Mengatur dan mengelola usaha pemanfaatan sumber 
daya hutan

•	 Membayar biaya pemanfaatan hutan dan memberikan 
kontribusi untuk dana reboisasi (dalam kasus pembalakan) 
sesuai dengan aturan hukum

Gambar 1. Skema usulan penetapan wilayah, hak pengelolaan dan rencana 
pengelolaan tahunan untuk hutan desa.
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Rencana kerja Laporan kemajuan kegiatan hutan desa sekali dalam setahun 
oleh pemilik hak, yang meliputi:

•	 Rencana kerja dan realisasi kegiatan secara periodik:

 - Menandai perbatasan wilayah kerja

 - Penanaman

 - Pengolahan

 - Perolehan keuntungan

 - Perlindungan

•	 Kendala dalam pelaksanaannya:

 - Teknis

 - Administratif

•	 Rencana masa depan

Pedoman dan 
pengawasan

•	 Bimbingan dan pengawasan oleh menteri kehutanan, 
gubernur, bupati (atau walikota jika di daerah perkotaan)

•	 Dukungan Pemerintah Pusat melalui instansi kehutanan 
provinsi meliputi: 

 - Pendidikan dan pelatihan pengelolaan hutan

 - Meningkatkan kemampuan manajemen lokal

 - Pedoman penyusunan rencana kerja hutan desa

 - Bimbingan teknis pengelolaan hutan

 - Informasi pasar dan akses terhadap modal

 - Pengembangan kapasitas usaha

Pemutusan hak Hak dapat dihentikan berdasarkan hasil evaluasi bersama 
oleh otoritas hutan dan badan pengelola hutan desa. Hak 
dihentikan jika:

•	 Periode 35 tahun berakhir

•	 Gagal mencapai tujuan yang telah disepakati

•	 Pemegang hak memutuskan untuk menarik status 
hutan desa
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Permohonan	hutan	desa	Lubuk	Beringin	didukung	oleh	KKI-WARSI	
yang	terlibat	dalam	proyek	ICDP	tahun	1992	beserta	beberapa	
peneliti	keragaman	hayati	dari	ICRAF	yang	berkiprah	sejak	tahun	1998	
bersama	program	pengembangan	agroforest	karet,	serta	kegiatan	
RUPES	Phase	1	(Rewarding Upland Poor for Environmental Services).	
Dukungan	pemerintah	Kabupaten	Bungo,	melalui	Forum	Diskusi	
Multi-stakeholder/Kelompok	Belajar	Pemerintahan	Hutan	(FGLG)	
turut	membantu	proses	pencanangan	hutan	desa.	Anggota	forum	ini,	
institusi	dan	individu	yang	bekerja	di	berbagai	instansi,	bertanggung	
jawab	merumuskan	visi	pembangunan	Kabupaten	Bungo	tanpa	adanya	
kepentingan,	politik	dan	agenda	kelompok	atau	institusi	tersebut.	

Pengakuan Hutan Desa Lubuk Beringin
Proses	pencanangan	hutan	desa	di	Lubuk	Beringin	berawal	dari	
kegiatan	rapat	Direktorat	Jenderal	Rehabilitasi	Lahan	dan	Perhutan	
Sosial	(RLPS)	dengan	perwakilan	desa	di	Bungo	dan	menegaskan	
peraturan	No.	P.	49/Menhut-II/2008	mengenai	hutan	desa	pada	
tanggal	20	November	2008.	Rapat	ini	dilakukan	di	kantor	Bappeda	
Bungo.	Perwakilan	desa	secara	resmi	mengajukan	usul	mengelola	DAS	
hutan	lindung	(dikenal	sebagai	Hutan	Bukit	Panjang-Rantau	Bayur)	
dalam	batas-batas	administrasi	desa	mereka.

KKI-WARSI	membantu	dalam	persiapan	persyaratan	administrasi,	
seperti	peta	dan	inventarisasi	sumber	daya	alam	dalam	batas	desa	
administratif.	Proposal	permohonan	diselesaikan	dalam	waktu	empat	
bulan.	Surat	permohonan	resmi	dari	Desa	kepada	Bupati	dilampirkan	
bersama	dengan	proposal	permohonan.	

Pada	awal	Januari	2009,	tim	verifikasi	Kementerian	Kehutanan	
mengunjungi	Lubuk	Beringin	untuk	melakukan	studi	kelayakan.	Tanggal	
30	Maret	2009,	dalam	upacara	yang	dihadiri	2000	orang,	Menteri	
Kehutanan	resmi	menganugerahi	hak	mengelola	hutan	desa	untuk	
Lubuk	Beringin.	Desa	ini	merupakan	desa	pertama	di	Indonesia	yang	
memperoleh	hak	tersebut.	Bupati	Bungo	menerima	Surat	Keputusan	
Menteri	atas	nama	desa.	Kantor	kehutanan	dan	perkebunan	dan	
ditunjuk	untuk	membimbing	Desa	Lubuk	Beringin	dalam	melaksanakan	
rencana	kerja	hutan	desa.	Masyarakat	desa	bertanggung	jawab	untuk	
melaporkan	kegiatan	penebangan	liar	di	kawasan	tersebut	kepada	
pihak	berwenang	yang	relevan.
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Proses	inisiasi,	mengelola	hutan,	dan	perolehan	hak	hutan	desa	
merupakan	suatu	rangkaian	dari	proses	kaji	tindak	(Bargal	2006)	
dalam	arti	bahwa	pihak	luar	(dalam	hal	ini	peneliti	dan	pendamping	
masyarakat	yang	berkiprah	di	desa)	secara	aktif	terlibat	bersama	
dengan	masyarakat	dan	mampu	memanfaatkan	setiap	kesempatan	
positif	yang	muncul	selama	proses	berlangsung.	Para	peneliti	dan	
pendamping	masyarakat	dengan	didukung	oleh	aktivitas	masyarakat	
lokal	menerapkan	pendekatan	bertahap	dengan	fase	refleksi	yang	
menggantikan	fase	aksi	dan	pembelajaran	(Tabel	2).

Tabel 2. Perencanaan, tindakan dan refleksi dari proses fasilitasi pihak luar 
dalam penerapan hutan desa, menggunakan konsep kaji tindak partisipatif

Perencanaan 1:

•	 Diskusi pemimpin 
dan masyarakat desa

•	 Membentuk komite 
pengelola hutan 
desa

•	 Melengkapi 
persyaratan usulan 
hutan desa bersama 
fasilitator

•	 Diskusi tata batas 
hutan dengan para 
pemimpin desa 
tetangga 

Kegiatan 1:

•	 Lembaga lokal 
dengan nama 
Ndendang Buluh 
Sako Batang Buat 
dibentuk dengan 
M. Mukhlis sebagai 
pemimpinnya

•	 Proposal pengajuan 
pengelolaan dan 
penentuan wilayah 
hutan desa dikirim 
ke Bupati Bungo, 
dibantu oleh KKI-
WARSI

Refleksi 1:

•	 Bupati menyetujui 
usulan masyarakat 
Lubuk Beringin. 
Verifikasi dilakukan 
Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan. 
Masyarakat secara 
aktif membantu 
Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan untuk 
melengkapi persyaratan

•	 Desa tetangga 
membantu menandai 
batas desa

Perencanaan 2:

•	 Lembaga lokal 
menyusun rencana 
kerja hutan desa

Kegiatan 2:  

•	 Verifikasi Kementrian 
Kehutanan 

•	 Konfirmasi wilayah 
kerja untuk hutan 
desa 

Refleksi 2:

•	 Bupati Bungo 
menerima hak 
pemanfaatan hutan 
desa dari Kementrian 
Kehutanan

•	 Bupati Bungo memberi 
tanggung jawab 
kepada lembaga 
lokal untuk menjaga, 
memanfaatkan dan 
mengelola hutan desa
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Perencanaan 3:

•	 Pengelolaan angrek, 
madu, dan hasil 
hutan non kayu

•	 Meningkatkan 
pengelolaan karet 
dalam skema 
hutan desa untuk 
mengurangi 
ketergantungan 
masyarakat terhadap 
hutan

•	 Penanaman jenis 
pohon lokal untuk 
meningkatkan 
keragaman hayati 

•	 Mengajukan 
program 
pembangunan desa 
untuk mendapatkan 
program bantuan 
pemerintah

•	 Menentukan batas 
areal hutan desa 
dibantu oleh Dinas 
Kehutanan dan 
Perkebunan

Kegiatan 3:

•	 Kantor Dinas 
Kehutanan dan 
Perkebunan secara 
aktif dan positif 
menanggapi 
rencana kerja

•	 Penanaman karet 
di daerah pertanian 
desa (sejauh ini 10 
hektar)

Refleksi 3:

•	 Masyarakat terus 
menginformasikan 
status dan pada 
saat yang sama 
menginformasikan desa 
tetangga sanksi-sanksi 
jika mereka menebang 
pohon di area hutan 
desa

•	 Berbagi pengalaman 
dengan masyarakat luar 
desa

•	 Menerima penghargaan 
dari Menteri Kehutanan 
sebagai desa konservasi







D. Memahami kepercayaan, 
ancaman dan insentif

Koherensi dan keterkaitan
Apakah	faktor	dari	kondisi	atau	sejarah	desa	yang	menentukan	Lubuk	
Beringin	dapat	menjadi	pelopor	adanya	hutan	desa,	yang	membentuk	
kesepakatan	antara	penguasa	hutan	dengan	masyarakat	desa?

Interaksi	masyarakat	Lubuk	Beringin	dengan	KKI-WARSI	dalam	
program	ICDP-TNKS	berlangsung	lebih	dari	satu	dekade.	Meskipun	
program	ICDP	dianggap	gagal,	namun	hutan	desa	di	Lubuk	Beringin	
dapat	disebut	sebagai	salah	satu	hasil	dari	proses	program	tersebut.	
Meskipun	Suparman	(1999)	menyatakan	bahwa	pemberdayaan	
dalam	program	ICDP	hanya	mencapai	elit	desa,	namun	proses	diskusi	
yang	melibatkan	semua	warga	desa	di	Lubuk	Beringin	menjadi	bukti	
adanya	pemberdayaan	masyarakat.	Karena	adanya	keterbatasan	
waktu,	program	ICDP	tersebut	memang	belum	sesuai	harapan,	namun	
demikian	gagal	dan	tidaknya	suatu	program	tidak	dapat	ditentukan	
terlalu	dini.	

Program	RUPES	yang	mengusung	isu	keragaman	hayati	dan	imbal	jasa	
lingkungan	juga	menggunakan	pendekatan	partisipatif,	kolaboratif	
dan	pembelajaran	bersama.	Program	ini	berjalan	dengan	asumsi	
dasar	bahwa	pengelolaan	sumber	daya	yang	efektif,	termasuk	juga	
perlindungan	keragaman	hayati,	dapat	terbentuk	bilamana	ada	sinergi	
antara	sumber	daya	manusia,	modal	alam	dan	sosial	(van	Noordwijk	
et al.	2004).	Modal	sosial	dikembangkan	melalui	proses	pembelajaran	
interaktif	dimana	terdapat	dialog	para	pihak	terkait	untuk	berbagi	
pengalaman,	mengidentifikasi	masalah	dan	mencari	solusi.	Masyarakat	
dianggap	sebagai	kolaborator	yang	berperan	menentukan	prioritas	
pembangunan,	sementara	pihak	luar	membantu	dalam	aktualisasi	
program	konservasi	dan	pembangunan.	Hal	ini	sejalan	dengan	
hipotesis	Ostrom	(1990)	dimana	kemampuan	mengatur	diri	(self	
organization)	masyarakat	Lubuk	Beringin	terbentuk	karena	beberapa	
prinsip	berikut:	1)	tata	batas	hamparan	desa	berdasarkan	fakta	
historis	yang	ada,	dan	2)	partisipasi	masyarakat	dalam	menyusun	dan	
menggubah	aturan	lokal.	
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Solusi yang adil?
Dari	hasil	analisis	manfaat	penetapan	hutan	desa	sebagaimana	yang	
diperoleh	kabupaten,	provinsi	dan	pemerintah	pusat,	terlihat	bahwa	
konflik	merupakan	faktor	penghambat	implementasi	mekanisme	
REDD	di	Indonesia	secara	keseluruhan	dan	juga	di	Provinsi	Jambi.	
REDD	tidak	direfleksikan	dalam	keputusan	pemerintah	secara	formal,	
karena	dianggap	dapat	memberikan	kesan	adanya	tekanan	eksternal.	
Hal	ini	tersirat	dalam	diskusi	informal	dengan	beberapa	pihak	dari	
instansi	pemerintah	yang	terkait	dalam	pencanangan	hutan	desa.	
Dalam	upaya	perlindungan	hutan,	tidak	diperkenankan	ada	biaya	
sewa	untuk	ekstraksi.	Akan	tetapi,	upaya	perlindungan	hutan	dan	DAS	
dapat	menguras	habis	dana	kabupaten.	Untuk	mengatasi	hal	tersebut,	
sebaiknya	perlu	diimbangi	dengan	pendapatan	dana	yang	teratur/
regular,	dengan	demikian	upaya	untuk	mengurangi	resiko	longsor	yang	
dapat	mengganggu	pembangunan	jalan	atau	dapat	menimbulkan	
korban	jiwa	tetap	dapat	dilakukan.	Ditetapkannya	surat	keputusan	(SK)	
hutan	desa	oleh	Menteri	Kehutanan	sesaat	sebelum	Pemilu,	dianggap	
oleh	masyarakat	sebagai	strategi	untuk	membuktikan	bahwa	selama	
ini	pemerintah	telah	memperhatikan	bahwa	manfaat	hutan	memang	
seharusnya	dibagi	secara	luas	pada	semua	pihak	yang	mengelolanya.	

Kelompok	belajar	tata	kelola	hutan	(FGLG)	Bungo	berfungsi	sebagai	
wadah	diskusi	terbuka	bagi	para	aktivis	reformasi	tata-kelola	hutan.	
Forum	ini	bersifat	informal	dan	topik	diskusi	tergantung	pada	
inisiatif	dari	anggota.	Para	anggota	forum	tidak	mewakili	lembaga-
lembaga	mereka,	sehingga	pertemuan	memberikan	ruang	yang	aman	
untuk	belajar.	

Tabel	3	menyajikan	analisis	relevansi	perdebatan	REDD	dalam	
terbentuknya	kesepakatan	hutan	desa.	Kemufakatan	para	pihak	
dalam	hal	hutan	desa	diambil	dari	diskusi	dengan	berbagai	pemangku	
kepentingan	di	tingkat	lokal,	kabupaten,	nasional	dan	provinsi.	
Pemahaman	dan	komitmen	para	pihak	tentang	kesepakatan	hutan	
desa	disintesiskan	dengan	nilai	positif,	netral	atau	negatif.	Nilai	positif	
(1	sampai	5)	menunjukkan	kekuatan	pihak	dalam	memfasilitasi	
proses	kesepakatan	hutan	desa,	sebaliknya	nilai	negatif	(-1	sampai	
-5)	menunjukkan	kekuatan	tidak	menyetujui.	Dengan	adanya	proses	
persetujuan	yang	berlapis-lapis,	dan	juga	kepentingan	masing-masing	
lapisan	pemerintah	yang	berbeda	dan	saling	tumpang	tindih,	sebelum	
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kesepakatan	terjadi,	nilainya	netral	(sama	dengan	nol).	Di	dalam	tabel,	
situasi	dengan	atau	tanpa	implementasi	REDD	dianalisis.	Dengan	(atau	
sebelum)	ada	harapan	akan	REDD,	di	level	nasional	dan	provinsi	ada	
kecenderungan	untuk	tidak	menyetujui	hutan	desa.	Kelompok	ini	
berpendapat	bahwa	kesepakatan	hutan	desa	dapat	menghalangi	akses	
industri	kehutanan	terhadap	hutan.	Sebaiknya,	REDD	memperhatikan	
keseimbangan	antara	tingkat	pusat	dan	provinsi,	dimana	harapan	
akan	adanya	benefit	betul-betul	disuarakan.	Hal	yang	menarik,	dalam	
analisis	ini,	meski	beroposisi,	namun	beberapa	kelompok	besar	
di	tingkat	nasional	dan	kabupaten	tidak	dapat	mengekspresikan	
keoposisiannya.	Pelibatan	status	perlindungan	hutan	berada	di	luar	
jangkauan	industri	kehutanan	(meski	secara	de facto	pemanfaatannya	
mungkin	dilakukan).	Hal	yang	sama,	di	tingkat	desa	dan	kabupaten,	
manfaat	dari	pembalakan	liar	tidak	dapat	diekspresikan	secara	terbuka.	

Peran agen luar
Agen	eksternal	berinteraksi	dengan	masyarakat	lokal	selama	lebih	
dari	satu	dekade.	Pembahasan	bagaimana	komponen	ini	dapat	
mempengaruhi	kualitas	tata-kelola	hutan	swadaya	berada	di	luar	ruang	
lingkup	analisis	ini.	Staf	pemerintah	Kabupaten	Bungo	menyatakan	
bahwa	dukungan	dari	LSM	sebagai	fasilitator	sangat	penting	dalam	
interaksinya	dengan	masyarakat	lokal	(Adnan	et al.	2008).	Program	
pengembangan	masyarakat	dari	LSM	menyediakan	keahlian	teknis,	
memfasilitasi	pertukaran	informasi	dengan	masyarakat	pedesaan	
lainnya	dan	menciptakan	sebuah	forum	untuk	memecahkan	
suatu	masalah.	

Namun	demikian,	masyarakat	memerlukan	legalitas	hukum	dalam	
menangani	pihak	luar	(misalnya	terlibat	dalam	pembalakan	liar)	dan	
untuk	menciptakan	hubungan	timbal	balik	dengan	pemerintah.	Peran	
aktif	ICRAF	dan	KKI-WARSI	pada	forum	pembelajaran	dan	diskusi	
di	tingkat	kabupaten,	dan	KKI-WARSI	di	tingkat	provinsi	membantu	
membangun	kepercayaan	masyarakat	desa	dan	petugas	kehutanan	
dalam	memahami	kebun	karet	yang	dapat	menggabungkan	fungsi	
produktivitas	lahan	yang	kompatibel	dengan	status	hutan	lindung	DAS	
(Joshi	et al.	2003).	









E. Relevansi terhadap perdebatan 
internasional REDD

Penunjukan	84%	wilayah	Lubuk	Beringin	sebagai	hutan	desa	
menjadi	langkah	awal	dalam	melindungi	Bukit	Rantau	Pandan	secara	
keseluruhan	dan	atau	zona	sekitar	taman	nasional.	Ada	beberapa	
faktor	khusus	yang	menjadikan	proses	Lubuk	Beringin	mendapatkan	
hak	hutan	desa	berjalan	cepat,	selain	itu	juga	potensi	yang	telah	
dimiliki	Lubuk	Beringin	sebelumnya.	Hal	ini	membuat	proses	scalling 
up ke	desa	lainnya	yang	tercakup	di	Bukit	Panjang	Rantau	Bayur	
bukan	hal	yang	mudah.	Perlu	ada	upaya	untuk	menguji	hipotesis	
tentang	biaya	transaksi	yang	dapat	dikurangi	melalui	skema	hutan	
desa	ini	karena	ada	beberapa	kisah	sukses	di	tingkat	lokal	di	Desa	
Lubuk	Beringin.	

Proses	replikasi	dilakukan	di	Bukit	Panjang,	Bukit	Pohong	di	Sungai	
Telang,	Bukit	Singirik	sampai	Bukit	Rantau	Bayur	di	Desa	Senamat	
Ulu.	Daerah-daerah	yang	berdekatan	ini	berada	dalam	kawasan	hutan	
lindung	Bukit	Panjang-Rantau	Bayur,	meliputi	areal	seluas	13.529	ha.	
Dengan	status	hutan	adat	yang	ada	di	sebagian	kecil	hamparan	di	
Kabupaten	Bungo	tersebut	(tidak	lebih	dari	1.000	ha),	status	hutan	
desa	ini	menjadi	satu	atau	dua	tingkat	di	atas	yang	telah	dicapai	
sebelumnya,	namun	masih	dibawah	potensi	yang	dapat	dicapai	serta	
relevansinya.	Replikasi	skema	hutan	desa	di	daerah	lain	dapat	menjadi	
model	manajemen	kolektif	kawasan	hutan	yang	melibatkan	berbagai	
desa	dengan	peraturan	pemerintah	yang	jelas.	

Bagi	masyarakat	Desa	Lubuk	Beringin,	kejelasan	status	kepemilikan	
lahan	adalah	hadiah	yang	sangat	berharga	dan	sangat	berpengaruh	
terhadap	kinerja	mereka	dalam	melindungi	hutan.	Keputusan	
Kementerian	Kehutanan	berkaitan	dengan	adanya	harapan	atas	
dana	REDD,	diharapkan	manfaat	yang	diperoleh	masyarakat	dapat	
memberikan	manfaat	juga	di	tingkat	pemerintahan.	Perdebatan	
REDD	saat	ini	memang	berkisar	pada	distribusi	manfaat	yang	hanya	
berfokus	pada	masalah	finansial.	Kesuksesan	Lubuk	Beringin	ditandai	
dari	kejelasan	hak	masyarakat	dan	adanya	kesempatan	untuk	
meningkatkan	perikehidupan	masyarakat	melalui	areal	agroforest	
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yang	ada	di	wilayah	mereka,	serta	manfaat	bagi	pemerintahan	adalah	
bahwa	situasi	prekondisi	investasi	REDD	terpenuhi	–	dengan	biaya	yang	
sangat	rendah.

Berbagai	program	berkaitan	dengan	ketersediaan	karbon	hutan	di	
Kabupaten	Bungo	saat	ini	sedang	disusun	dan	diatur	berdasarkan	
peraturan	No.	P.68/Menhut-II/2008	Menteri	Kehutanan	tentang	
alokasi	dana	REDD	dan	No.	P.30/Menhut-II/2009	tentang	REDD	dalam	
kerangka	konvensi	perubahan	iklim.	Sebagai	bagian	pengalokasian	
dana	REDD	nasional	dan	internasional,	peran	lembaga	sangat	
diperlukan	dengan	adanya	mekanisme	yang	jelas	dalam	perlindungan	
hutan	dan	distribusi	manfaat,	pengawasan	performa	dana	REDD	
di	Indonesia.	Penetapan	hutan	desa	di	Lubuk	Beringin	merupakan	
langkah	awal	dalam	proses	tersebut.	Hal	ini	juga	merupakan	komponen	
kunci	dalam	komitmen	NAMA	(aksi	mitigasi	yang	tepat	di	tingkat	lokal)	
terhadap	masyarakat	global	dalam	upaya	stabilisasi	emisi	nasional	
kembali	ke	tingkat	2005	dan	dalam	upaya	memberikan	kontribusi	nyata	
terhadap	ekonomi	nasional.



Penutup

Penetapan	hutan	desa	Lubuk	Beringin	merupakan	cara	untuk	
mengurangi	biaya	transaksi	di	tahap	awal	implementasi	mekanisme	
REDD.	Dalam	kondisi	dimana	kebijakan	publik	belum	konsisten	dan	
konflik	kepentingan	pemanfaatan	hutan	masih	terus	berlangsung,	
skema	REDD	internasional	yang	terlalu	dipaksakan	dapat	meningkatkan	
biaya	transaksi,	sehingga	investor	internasional	tidak	lagi	tertarik.	
Dalam	paradigma	investasi	bersama/co-investment	(van	Noordwijk	dan	
Leimona	2010)	pilihan	isu	kepastian	lahan,	yang	meliputi	pengelolaan	
jasa	lingkungan	yang	kondisional	dan	lahan	yang	masih	dikuasai	
pemerintah,	merupakan	kategori	yang	cukup	penting	dalam	imbal	
jasa	lingkungan,	serta	prakondisi	penerapan	paradigma	lain	dalam	
mekanisme	imbal	jasa	lingkungan.	Program	pembangunan	kehutanan	
dalam	implementasi	rencana	pengelolaan	yang	memperhatikan	isu	
jasa	lingkungan	sudah	banyak	diterapkan,	meski	akuntabilitasnya	
agak	kurang	ditunjukkan.	Walaupun	demikian	aspirasi	lokal	dalam	
mengelola	lingkungan	dan	manfaat	yang	diperoleh	oleh	masyarakat	
seharusnya	mendapatkan	perhatian	lebih.	Jika	paradigma	kepastian	
lahan	dengan	prasyarat	tertentu	diperhatikan	dalam	konteks	REDD,	
maka	asas	saling	percaya	perlu	dibangun	agar	terjadi	hubungan	
timbal	balik	dalam	mengatasi	kondisi	ketidakadilan	serta	menghindari	
kemungkinan	terjadinya	konflik	atas	sumber	daya	alam.	Hak	hutan	
desa	di	Lubuk	Beringin	menunjukkan	adanya	‘ikatan’	atau	bonding 
(secara	horisontal)	dan	‘kaitan’	atau	bridging	(secara	vertikal)	sebagai	
bentuk	modal	sosial	antar	pihak-pihak	terkait	saat	mengatasi	isu	hak	
masyarakat	dan	resolusi	konflik.	Langkah	besar	dalam	membangun	
skema	REDD	yang	terbuka	(adil)	dan	efisien,	perlu	mengacu	pada	
kearifan	dan	tradisi	lokal	dalam	mengelola	kebun	campur	dan	
melindungi	lahan	agroforest,	dimana	tanaman	ekonomis	(misalnya	
karet)	digabung	bersama	tanaman	jenis	lokal	lainnya	yang	merupakan	
replikasi	hutan. 
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